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BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2023 .

" TENTANG
ENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

a. bahwa salah satu upay
fnasyarakat dilaksanakan
jawab Pemerintah Daerah

a mewujudkan kesejahteraan

dalam mendorong. peningkatan
penanaman modal di daerah guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ‘

b. bahwa percepatan dalam pembangunan ekonomi di
gunan komitmen

Daerah perlu dilakukan melalui pemban,
dalam upaya memberikan rasa aman dan kemudahan
dalam berinvestasi melalui Penyelenggaraan Penanaman

Modal di Daerah;

c. bahwa untuk membcrikah dasar dan jaminan kepastian
hukum bagi Penyelenggaraan Penanaman Modal di
Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
senbagaimana

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Penanaman Modal;

pasal 18 ayat (6) Undang-

Indonesia Tahun 1945;
Nomor 69 Tahun 1958 tentang

-Undan

. g:xﬁggstukan %acrah-Dacmh Tingkat Il Dalam Wilayah
Ducrah-l)acrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Repu omor 1655 ); ;

- 23 Tahun 2014 tentang

3. Undaqg-Undnng Nomor M W s i«

an Daecrah
Pcmm:ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Nomor 6 Tahun .2023 tentang Penctapan
Uit Fepariah Pt 08
i e
n 00 x31141 Indonesia Tahun

Undang Dasar Negara Republik

—
.

B paran Negara Repub
m -
gg;;n !gorgsr 41, Tambahan Lembaran Negard Republik
Indonesia Nomor 6856); :
Dengan... % .
v
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
Dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat

RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang

disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana

umum Penanaman Modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi

Daerah.

3. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih
belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai
ekonomi. =

4. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah
siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

S. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala
bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau
meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal
kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenubhi kriteria Usaha Mikro.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil.

8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan
atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

10. Pelak...
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13.

14.

15.

16.

17

18.

14,

20.

21,

22.

23.

24.
25.
26.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor
perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha
sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi
Pelaku Usaha.

Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan
nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat dan /atau investor untuk meningkatkan
investasi di daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk
mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan
investasi di daerah.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM
adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan
permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan
disampaikan secara berkala .

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman
Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM
adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.

Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 2...
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Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
perencanaan;

peta potensi penanaman modal;

promosi Penanaman Modal;

pengelolaan data dan sistem informasi Penan

pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas Penanaman Modal;
pengawasan pen

_ yelenggaraan Penanaman Modal;

pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam
pelaksanaan Penanaman Modal; dan
partisipasi masyarakat;

aman Modal terintergrasi;

RS>0 A0 T

e

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Bupati melalui DPMPTSP bertanggung jawab dalam melakukan
perencanaan di bidang Penanaman Modal.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyusunan kebijakan dasar yang dituangkan dalam RUPMD.

(3) RUPMD disusun dengan berpedoman pada rencana umum Penanaman
Modal Nasional, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas
pengembangan potensi Daerah. T

(4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. penyusunan;

b. pembahasan; dan
C. penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 4

(1) Kepala DPMPTSP membentuk tim penyusun RUPMD.
(2) Tim penyusun RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri
dari:
a. Bupati selaku Pembina;
b. kepala DPMPTSP selaku ketua tim;
c. sekretaris DPMPTSP selaku sekretaris; dan
d. anggota.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. unsur dari unit kerja pada DPMPTSP; dan
b. unsur Perangkat Daerah terkait.
(4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah,
(5) Tim penyusun RUPMD ditepakan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 5...
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Pasal 5

(1) Tim penyusun RUPMD se

bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung
jawab dalam melakukan:

a. pengkajian dan perumusan naskah akademis RUPMD;
b. penyusunan konsep RUPMD;

C. pembahasan konsep RUPMD; dan

d. pengajuan konsep RUPMD hasil pembahasan untuk ditetapkan.
(2) Konsep RUPMD sebagaimana di

maksud pada ayat (1) huruf b memuat
sistematika:
pendahuluan;
asas dan tujuan;
visi dan misi;
arah kebijakan Penanaman Modal, meliputi:
1) perbaikan iklim Penanaman Modal;
2) persebaran Penanaman Modal;

3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energj;

4) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;

S) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman
Modal; dan

apop

7) promosi Penanaman Modal;

peta panduan implementasi RUPMD, meliputi:

1) fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat
menghasilkan;

2) fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3) fase pengembangan industri skala besar; dan
4) fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;
f. pelaksanaan.
(3) Dalam penyusunan konsep RUPMD, tim penyusun RUPMD dapat

berkonsultasi dengan BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembahasan
Pasal 6
(1) Tim penyusun RUPMD bertanggung jawab melakukan pembahasan
terhadap konsep RUPMD yang telah disusun. . ‘
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. rapat koordinasi; dan
b. konsultasi/uji publik, L )
dengan instansi teknis dan/atau pihak terkait lainnya yang berkepentingan
di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan konsep RUPMD.

Bagian...
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Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 7

(1) Tim pcn)lmsun RUPMD bertanggung Jawab mengajukan konsep RUPMD
yang telah  dilakukan perbaikan  dan penyempurnaan sebagaimana
dimaksud dalam Panal 6

ayat (3) kepada Bupati untuk ditetapkan,
(2) RUPMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Il
PETA POTENS] PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1) a‘::m‘;::m!?ggung jawab dalam menyusun peta Potensi Penanaman

peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal
di Daerah;

analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan
sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan
kunjungan lapangan;

d.

penyusunan peta Potensi Penanamar Modal Daerah; dan
e.

pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah ke
dalam sistem informasi peluang investasi Daerah.
(4) Pendokumentasian hasil pemetaan Potensi Penanaman Modal Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal di Daerah.

(2) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a? penyediaan sarana Promosi Penanaman Modal;
b. pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal; dan

¢. koordinasi untuk penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.

Bagian...
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; prioritas Promosi: dan
3. pertimbangan strategis lai ’
: egis lain menjadi pro Pemeri
Mhﬂmmw Modal. yang menjadi program Pemerintah Daerah di
b. koordinasi dengan unit

dan penyusunan ' i
sarana Promosi. yu laporan evaluasi penyediaan

Maten sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ dapat
memuat informasi meliputi:

prosedur perizinan Penanaman Modal;

nsentif Penanaman Modal;

iklim Penanaman Modal;

Peluang Penanaman Modal;

biaya melakukan usaha; dan

RN

Pasal 12

Format sarana Promosi dalam bentuk tercetak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d dapat berupa:

a. selebaran;

poster;

banner, spanduk, dan baliho;

buku informasi;

kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan

bentuk lain melalui media cetak lainnya.

-0 an o

Pasal 13

Format sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d dapat berupa:

a. iklan atau siaran melalui media televisi;

b. konten melalui media sosial;

c. konten...
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¢. konten melalui situs web;

d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

Pasal 14

Penyediaan sarana Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Pasal 15

(1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;

¢. seminar Penanaman Modal, dan/atau pertemuan tatap muka di bidang
Penanaman Modal;

d. pendampingan kegiatan Penanam Modal; dan

e. tindak lanjut kegiatan Promosi. '

(2} Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Promosi Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka penyelarasan proses Promosi Penanaman Modal untuk
mendorong peningkatan minat investasi di Daerah.

{2} Ketentuan mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BABV
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
TERINTERGRASI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 17

(1) Setiap orang berhak memperoleh data dan Informasi terkait Penanaman
Modal di Daerah.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melihat dan mengetahui informasi di Bidang Penanaman Modal;

b. menghadiri pertemuan publik untuk memperoleh informasi terkait
Penanaman Modal di Daerah;

¢. mendapatkan,,,
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mendapatkan salinan informasi terkait Penanaman Modal melalui

permohonan sesuaj dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau

d. menyebarluaskan informasi terkait Penanaman Modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan sistem informasi
Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi.

(2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat:

a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;

b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;

. data kegiatan usaha Penanaman Modal:
d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
€. data realisasi Penanaman Modal.

) zanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
egiatan:

a. pengelolaan data dan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh
masyarakat;

b. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan data dan informasi di
Bidang Penanaman Modal yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon Informasi.

¢. menyediakan data dan informasi yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan;

d. memberikan alasan yang jelas kepada pemohon data dan Informasi
terhadap penolakan pemberian Inforrhasi Yang Dikecualikan;

€. membuat SOP pengelolaan data dan Informasi; dan

f. menyediakan sistem pengelolaan data dan Informasi yang terintegrasi.

Pasal 19

(1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dilaksanakan melalui pengembangan sistem teknologi informasi
pengolahan data dan informasi Penanaman Modal.

(2) Pengembangan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara:

a. daring; dan
b. luring,

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Informasi Secara Daring

Pasal 20
(1) DPMPTSP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika bertanggung jawab untuk menyediakan sistem Informasi,
(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

Daring melalui:
a, situs,,, ¢

Dipindai dengan CamScanner
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a. situs web; dan/atau
b. sistem aplikas;.

(3) Siste_m Informasi secara Daring dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
a. Sistem 0SS; dan /atau

b. situs web milik Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Bupati membentuk Tim

Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka
pengelolaan D

ata dan sistem Informasi terkait Perizinan Berusaha dan
Pv_::nanaman Modal secara Daring di Daerah.
(2] Tim Pengemb

angan Sistem Informasi paling rendah terdiri dari:
& pembina, yang dijabat oleh Bupati;

b. ketua, yang dijabat oleh kepala DPMPTSP;

C. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris DPMPTSP; dan

d. anggota.
(3) Anggota sebagaimana dimaksug pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

1. penelitian dan pengembangan Daerah; dan

2. komunikasi dan informatika;

. Tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah setiap
orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam
bidang:

a. penelitian; dan/atau -
b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
1. perangkat lunak;
2. perangkat keras; dan/atau
3. programer.

(5) Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi beserta tugas dan

tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C

Pasal 22

Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan melalui tahapan:
- perencanaan pengembangan;

enalisa;

desain dan konstruksi sistem Informasi; dan

penyajian data.

P o p

=3

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Informasi Secara Luring

Pasal 23

(1) DPMPTSP dan setiap Perangkat Daerah teknis yang berkaitan dengan
pelayanan Penamanan Modal di Daerah bertanggung jawab untuk
menyediakan Informasi terkait dengan Penanaman Modal.

(2) Informasi. .. %
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2 h.lforrfxasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis Informasi yang
disediakan secara berkala.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;

- Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SOP Perizinan Berusaha
di Daerah;

C. penilaian kinerja DPMP’I‘SP; dan
d. data dan informas; Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) dalam bentuk dokumen tercetak.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan
Berusaha dan fasilitas Penanaman Modal di Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan fasilitas
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP
melakukan pengintegrasian pelayanan terpadu satu pintu antara Perangkat
Daerah dan instansi vertika] di Daerah sesuai kewenangannya,

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 25

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan
Berusaha di Daerah.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

(3) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan manajemen Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. pengelolaan informasi;

d. penyuluhan kepada masyarakat;

€. pelayanan konsultasi; dan

f. pendampingan hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan
Berusaha di Daerah melalui penerapan manajemen Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha.
Bagian.., ¢
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__ Bagian Ketiga
Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada
mamt dan/atau penanam modal di Daerah.

(2) FaSﬂltﬂ-S Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Pembeqan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

(3) Pembelrlan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendorong

peningkatan Penanaman Modal sesuaj dengan kewenangan, kondisi, dan
kemampuan Daergh.

o = . Paragraf 2
Kriteria Pemberian Insentif dan /atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal

Pasal 27

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
diberikan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang memenuhi
kriteria.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

menyerap tenaga kerja; .

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional

bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang

diproduksi di dalam negeri;

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional

dan/atau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.

FRTrPRS o0 op

2

Paragraf 3
Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal

Pasal 28

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan.., ?

of
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Bagian Ketiga
Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada
masyarakat dan/atau penanam modal di Daerah.

(2) I;:;ﬂ;ias Pelfrllanan':an Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

3) Pemb ran Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Yo ey erian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
sebagaimana _dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendorong

peningkatan Penanaman Modal sesuaj dengan kewenangan, kondisi, dan
kemampuan Daerah.

Paragraf 2

/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal

Kriteria Pemberian Insentif dan

Pasal 27

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
diberikan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang memenuhi
kriteria.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

menyerap tenaga kerja; "

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional

bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang

diproduksi di dalam negeri;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional
dan/atau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.

o0 op

= B

Paragraf 3
Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal

Pasal 28

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan.., ¢

o,
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b. pengurangan, keri
¢. pemberian ban
di Daerah;

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil,
dan/atau koperasi dj Daerah;

¢ bf.mtuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi
£ :Lugia Pm'_)aman rendah kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi
(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

:- penyediaan data dan informas; peluang Penanaman Modal;
A pexqed:gan sarana dan prasarana;

(ci. fasilitasi Penyediaan lahan atay lokasi;

e

Nganan, atau pembebasan retribusi daerah; ;
tuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi

- Ppemberian bantuan teknis;

+ Ppenyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan
terpadu satu pinty;
kemudahan akses Pemasaran hasil produksi;

. kemudahan investas;j langsung konstruksi;

h. kemudahan investasi dj kawasan strategis yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan
daerah;

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberiaf Kemudahan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 29

(1} Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau
kegiatan tertentu yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas
kebijakan Daerah.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang

memprioritaskan keunggulan Daerah;

g. usaha... : 7
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g usaha- yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari
Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya  sesuai
onn d erundang-
undangan. engan ketentuan peraturan p g

. Paragraf 5
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 30

(1} Masyarakat dan/atau Pen

Insentif dan/atau
kepada Bupati.

(2 Ma;}%t dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

anam Modal mengajukan permohonan Pemberian
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis

-

@ Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan
permohonan yang memuat:
1. profil perusahaan;
2. rencana usaha; dan
3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
©. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha,
mengajukan permohonan yang memuat:
1. kinerja perusahaan;
2. perkembangan usaha;
3. lingkup usaha; dan
4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

(3] Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat
permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 31

(1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

(2} Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memiliki

tugas:

&, ga:c]akukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

b. melakukan peninjauan lapangan;

c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal
oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan
variabel penilaian;

d. menentukan,.,

f

J
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d. menentulan bengy)
Kemudahan Penan,
6. menyampaikan e
Penanaman Moda|

[, mqlnkulmn Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah: dan
g melaporkan hagjl Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

l’cmbc:rinfl Insentifl dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1
(satu) kali dalam 8ctahun kepada Bupati.

€ dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
‘Mman Modal berdasarkan hasil penilaian;

komendaai penerima  insentif dan/atau Kemudahan
kepada Bupati;

(1)

(2) Penerima  sebagaimana dim

Keputusan Bupati,

(3) Keputusan Bupati geba
memuat:

a. namay;

b. alamat penerima;
bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
bentuk insentif dan /atau kemudahan;

Jjangka waktu insentif; dan

hak dan kewajiban penerima insentif dan /atau kemudahan Penanaman
Modal,

(4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal ditolak,- maka penolakan disertai dengan
alasan.

gaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

™o oo

Paragraf 6
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan /atau Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuena
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Pensnaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati,

Paragraf 7 _
Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal
Pasal 35

(1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluas)
pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemuidahan
Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahiin,

(2) Dalam,,,

f

W
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(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kes4dtu.
Umum

Pasal 38

(1) DPMPTSP berwenang dalam  melakukan Pengawasan terhadap
penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. perkembangan realisasi Penanaman Modal;

b. pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal;
dan/atau

¢. kewajiban kemitraan.

(3) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan
usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat
Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(4) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan
Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi
yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagijan...
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Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 39

dilain e ‘ i ruf a
dilakukan melalui: bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) hu

a. laporan Pelaky Usaha; dan

b. inspeksi lapangan.

Pasal 40

(1) Pengawasan rutin melaly; Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh
usaha epada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan

(2) Pemantauan terhadap Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup:

a. realisasi Penanaman Modal;

¢. realisasi produksi;

d. kewajiban kemitraan; dan

e kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;

Pasal 41

(1) Pengawasan rutin melalui Inspeksi laparigan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi
yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan
usaha melalui:

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi
fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha,
pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai
ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegjatan pengecekan
lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja,
mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif
dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan,
dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal,

(2) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan
secara virtual,

(3) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh
kementerian /lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

(4) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan Rutin diinput ke Sistem 0SS setelah
pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian.,., ¢
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Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 42

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5)
huruf b dapat dilakukan kareng adanya keadaan tertentu, yaitu:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya Pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;

< idany a indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan

d k:;?tts}?n Peraturan perundang-undangan; dan/atau

’ lin 8n yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran

gkungan dan/atau halhal lain yang dapat membahayakan

keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional
maupun perekonomian daerah,

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Pelaku Usaha,

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi
dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi
kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku
Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi
usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan,
bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan
untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban
lainnya terkait pelaksanaan Penanamari Modal.

(4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental
dapat dilakukan secara virtual.

(5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi
oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai
kewenangannya.

(6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS
setelah pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
Penanaman Modal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI
DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44, .. ?

J
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(1) Pemerintah Daerah mejapy; DPMPTSP bertanggung jawab memberikan

pelindungan dan Pemberda : E
i aan b dan pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan KOPgrasi. " Rs! BEEITRE B

@) Peh{ldul.lgan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
program kemitraan;
pengembangan sumper daya manusia:

. peningkatan daya saing; ,
pemberian dorongan inovag; dan
akses pembiayaan; dan
penyebarluasan infomasi,

perluasan pasar;

oo TR

Bagian Kedua
ogram Kemitraan

Pasal 45

(1) DPMPTSP bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan program kemitraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a antara pelaku Usaha Mikro,

Kecil, dan Koperasi dalam rangka Penanaman Modal di Daerah dengan
usaha menengah dan usaha besar.

(2) Dalam memfasilitasi program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah memiliki peran berupa:

a. penyediaan data dan informas;i pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
yang siap bermitra;

b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;

¢. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan-

d. melakukan koordinasj penyusunan kebijakan dan program
pelaksanaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan
kemitraan.

(3) Kemitraan antara koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha
menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. saling memerlukan;

b. saling mempercayai;

c. saling memperkuat; dan

d. saling men tungkan.

(5) Dalam g‘xelaksg:nnakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan
hukum yang setara.

Pasal 46

itraan i a dimaksud dalam Pasal 45 bertujuan untuk:
ir Oﬁ?fndkan pezf‘xztx)':f:;:igsempatan dan kontribusi kopt.erasi,.usaha mikro
dan usaha kecil di daerah dalam peningld.;atan pert.ekonorma.n. di daerah;

b. meningkatkan kapasitas dan kompe.tenm koperasi, usaha mlk.ro dar} usaha
kecil di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam
maupun luar negeri;

¢. mendorong...
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c. mendorong bertumbuhn ko 4 . saha kecil di daerah
yang masuk dalam ranya Perasi, usaha mikro dan u

. tai pa i ilai tambah dan basis
produksi di dalam negeri; dapn sok bagi penguatan nilai
d. menjaga  kepastian dan  keber] saling
angsungan usaha Yyang
menguntungkan antarg pelaku Usa] 1 Usaha Mikro,
Kecil, dan Koperasi di daer. a Besar dengan pelaku Usaha Mikr

-

Pasal 47

it o treani Sobegaliiana Wifiulonid dathn Pusal 48 Hiakansaken
melalui pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
¢. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. rantai pPasok; dan
g bentuk kemitraan lain,
(2) Bentuk kemitraan lajn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
berupa:
a. bagi hasil;
b. kerja sama Operasional;
. usaha patungan (joint venture); dan
- Penyumberluaran (outsourcing).

(3) Setiap bentuk kE_mitraan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Koperasi dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.

4) Kete_ntuan mengenai implementasi program kemitraan melalui pola
kemitraan sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan pPerundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan sumber
daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b di bidang
Penanaman Modal.

(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan:

a. bimbingan teknis;
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
¢. workshop/lokakarya/seminar.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui
kerja sama.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

pemerintah;

pemerintah provinsi;

perguruan tinggi; dan/atau

asosiasi/organisasi.

o op

(5) Ketentuan. .. ?

~/
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(5) Ketentuan mengenaj tata cara keri : esuai
a sama Daerah dilaksanakan s
peraturan perundang-undangan‘ <5 a

_ Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing

Pasal 49

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam mendorong peningkatan daya saing

Is)i::ariimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf ¢ dalam Penanaman Modal di

(2) Peningkatan daya sajn i _
' 8 sebe 1) dapat
dilakukan melalyj kegiatan: gaimana dimaksud pada ayat (1) dap

a. peningkatan kualitas me . T
b. peningkatan kualitaspe taan potensi penanaman modal di Daerah;

m ™o QAo
§
2
g

) Bagian Keempat
Pemberian Dorongan Inovasi dan Perluasan Pasar

Pasal 50

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam pemberian dorongan inovasi dan
perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d bagi pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka peningkatan kualitas
layanan Penanaman Modal di Daerah.

(2) Dorongan inovasi dan perluasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melaluij kegiatan:

a. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan Penanaman Modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Koperasi;

b. peningkatan peran Penanam Modal khususnya pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Koperasi dalam rantai industri global; dan

¢. pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi Penanam Modal,
khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi melalui
peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran;

Bagian Kelima
Akses Pembiayaan

Pasal 51

(1) DPMPTSP bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan akses
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka peningkatan layanan Penanaman
Modal di Daerah.

(2) Peningkatan... ¢

\
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a. fasilitasj Sumber e
lembaga keuﬁngan g‘:fl‘:::la){)aai dari lembaga perbankan dan/atau

bunga terjangkau; gan ank dengan proses yang mudah dan suku
b memlasilitasi Sumber Pembiayaan

peraturan Perundang.y, dangan lain sesuai dengan ketentuan

. Bagian Keempat
enyebarluasan Informasi

Pasal 52

(1) DPMPTSP bertanggung jawab da

sebagaimanag dimaksuq dalam pg

am melakukan penyebarluasan informasi
bagi pelaku Usaha Mikr,

| Yasal 44 huruf f dj bidang Penanaman Modal
» Kecil, dan Koperasi.

melalui kegiatan:
a. diseminasi; dan /atau
b. sosialisasi,

BAB IX
PARTISIPAST MASYARAKAT

Pasal 53

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan pendapat dan /atau masukan dalam tahapan perencanaan
atau penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal;
c. ikut melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
Penanaman Modal; dan

d. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal.

untuk berpartisipasi dalam

b.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 54
Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXI... f

\¥)
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

?em{uran PCla.ksanaan da

’ A Perat i ng lama 1
isatu) tahun sejak ditetapk aturan Daerah ini ditetapkan paling

annya Peraturan Daerah ini.
Pasal 56

peraturan Peraturann Daeraly ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ‘W““P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,
pada tanggal 2 Oktober 2023

D:undangkan di Atambua
pada tanggal 2 Oktober 2023

RIS DAERAH KABUPATEN BELU, J

e
A

)d;oﬂmms ANDES PRIHATIN .
LEQBAR,\:.' DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : NOREG 04/2023
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UMUM

Undang.Und
sebagaimana tcl:}? !c;lili:::}c:r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
rapa kali terakhir dengan Undang-Undang

ndpcnanamm modal di Daerah adalah untuk
rne:vx:nb-t:rdayal\:zmpc " masyarakat, menyerap tenaga kerja,

Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi.

Dalam rangka memberikan ke
Penanaman Modal

yang meliputi pengaturan mengenai - perencanaan, peta potensi

penanaman moc.ial, promosi penanaman modal, pengelolaan data dan
sistem informasi penanaman modal terintergrasi, pelayanan perizinan

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Kabupaten
Belua dapat menjadi salah satu daerah tujuan penanaman modal yang
memiliki daya saing dan iklim usaha yang lebih kondusif serta dapat

memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal khususnya bagi
Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi di daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Culkup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6... ?
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Pasal 6
Cukup jelas,
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas,
Pasal 9
Cukup jelas,
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas,
Pasal 12
Cukup jelas,
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas,
Pasal 17
Cukup jelas,
Pasal 18
Cukup jelas,
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
antara lain berupa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan,
pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau
sanksinya, pemberian pengurangan, keringanan, atau
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dan pembayaran bertahap pajak Daerah,
Huruf b... ¢
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d » keringanan, atau pembebasan retribusi
acrah antara |ajn berupa retribusi izin mendirikan

f::dg:hnan Tumah umum bagj masyarakat berpenghasilan

Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana”
adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan
prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum,
penyediaan fasilitas ajr minum dan sanitasi, pemadam
kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan,
dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau

lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses

kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait

lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.
Huruf d

Cukup jelas
Hurufe

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan
melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara
bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Hurufh
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Hurufl
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas

Pasal 29,., f
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Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelag
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Y i " . .
ang dimaksud dengan Perizinan khusus" antara lain usaha
yang memerlukan

Perizinan dari kementerian/lembaga

tertenty .

o ga:esum dengan ketentuan peraturan perundang-
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43.., f
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Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas,
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas,
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas,
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.

-
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